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ABSTRAK

Pelaksanaan kebijakan sebagai salah satu landasan dalam mewujudkan
pemenuhan dan jaminan atas hak bagi kelompok minoritas sering dihadapkan oleh
berbagai hambatan. Seperti halnya pelaksanaan upaya pemenuhan hak-hak tenaga
kerja bagi penyandang disabilitas yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh
SKPD Yogyakarta sebagaimana termuat didalam Peraturan Daerah Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan
Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas, belum sepenuhnya dirasakan oleh
penyandang disabilitas. Mulai dari kurang siapnya aparat pemerintah dalam
melaksanakan program pemberdayaan, minimnya pengawasan dan penyediaan
fasilitas kerja, kurangnya kerjasama antar lembaga pemerintah, tingginya standar
kerja disektor formal maupun non formal sampai dengan belum tercapainya kuota
kerja bagi penyandang disabilitas. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis
tertarik untuk melakukan penelitian terkait implementasi kebijakan pemerintah
DIY dalam upaya meningkatkan hak-hak ketenagakerjaan penyandang disabilitas
yang akan dikaji menggunakan salah satu prinsip pemerintahan islam yaitu prinsip
‘Adalah (keadilan) perspektif Al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.

Jenis penelian ini adalah Field Reseacrh. Tehnik pengumpulan data
dengan cara mengumpulkan data langsung dari lapangan melalui observasi,
wawancara langsung serta dokumentasi terhadap data-data yang berkaitan dengan
kebijakan ketengakerjaan penyandang disabilitas. Kerangka teori penelitian ini
menggunakan salah satu prinsip pemerintahan islam yaitu prinsip ‘Adalah
(keadilan) perspektif Al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Agar
mempermudah dalam mendeskripsikan persoalan dan dapat menarik sebuah
kesimpulan. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif yaitu dengan
melihat norma-norma, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yaitu menjelaskan, memaparkan,
menganalisa dengan kerangka teori.

Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi fokus pada penelitian ini,
maka hasil dari penelitian ini adalah dengan dikeluarnya kebijakan khusus bagi
tenaga kerja penyandang disabilitas sebagai langkah mewujudkan kesetaraan hak
sudah sesuai dengan prinsip pemerintahan islam vyaitu prinsip ‘Adalah (keadilan)
dalam Al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, implementasi
dari upaya-upaya pemenuhan hak-hak pekerja yang dilakukan pemerintah DIY
masih belum maksimal. Hal ini terbukti dengan masih terdapat berbagai hambatan
yang dihadapi pemerintah DIY dalam mewujudkan kebijakan tersebut.

Kata Kunci: penyandang disabilitas, ‘adalah (keadilan), pemenuhan hak,
kebijakan
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MOTTO

Cara terbaik melakukan apapun adalah dengan melakukannya.

(Richard Branson, Founder The Virgin Group)

e H el ) (s caaili e B38|y puedl aa )

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Maka apabila kamu
telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan)
yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.

(QS. Al-Insyirah 6-8)
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Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
RI No. 158/1987 dan No. 05436/1987
Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Huruf Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan
| alif - tidak dilambangkan
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o ta’ t te
& sa’ $ es (dengan titik di atas)
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b ta’ t te (dengan titik di bawah)

xii



by 23’ z zet (dengan titik di bawah)

& ‘ain ‘ koma terbalik di atas

'& gain g ge

o fa’ f ef

& qaf q qi

4 kaf k ka

J lam I ‘el

a mim m ‘em

O nan n ‘en

X wawu w we

A ha h ha

3 hamzah ‘ Apostrof tetapi lambang ini
tidak dipergunakan untuk

hamzah di awal kata
S ya’ y ye

B. Vokal pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dhamah ditulis u.
Contoh : 42 ditulis jalasa

&4 ditulis sariba

= ditulis buniya

C. Vokal panjang
A panjang ditulis a, i panjang ditulis 1, u panjang ditulis @1, masing-masing dengan

tanda hubung (-) di atasnya.
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Contoh : O ditulis kana
S ditulis filmizun
)};G ditulis gafitrun
Vokal rangkap
Fathah + ya’ mati ditulis ai.
Contoh : & ditulis baina
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Contoh: 3l ditulis a azu
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Bila diikuti huruf gamariyyah maka ditulis al-
Contoh : 3-&)32\3\ ditulis al-madrasah
Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf | diganti dengan huruf syamsiyyah yang
mengikutinya.
Contoh : <\l ditulis as-sama’
Konsonan rangkap
Konsonan rangkap termasuk syaddah, ditulis rangkap.

Contoh : 450834 ditulis muhammadiyyah

. Ta’ marbutah di akhir kata

Bila dihidupkan ditulis t

Xiv



Contoh : 4. a1 384 ditulis maktabat al-jami ‘ar

Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap
menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

Contoh : 3052 ditulis sabbirah

Kata dalam rangkaian frasa atau kalimat

Ditulis kata per kata

Contoh : d—}éjg\ «"u\’)s ditulis karamah al-auliya’
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Contoh : Cpxs 5l +GI ditulis khulafa 'ur rasyidin

Huruf besar
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk turut serta dalam
pembangunan nasional, termasuk didalamnya kaum penyandang disabilitas.
Penyandang Disabilitas merupakan orang yang memiliki ketidakmampuan fisik,
mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam
berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui
hambatan sehingga menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif
berdasarkan kesamaan hak.*

Peningkatan peran, penghormatan, perlindungan serta pemenuhan hak dan
kewajiban terhadap penyandang disabilitas layaknya masyarakat pada umumnya
merupakan suatu hal yang perlu diperiotaskan.’ Keikutsertaan pemerintah
Indonesia dalam penandatanganan United Nation Convention on the Right of
Persons with Disabilites yang oleh pemerintah Indonesia disahkan menjadi
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Konvesi Mengenai Hak-Hak
Penyandang Disabilitas menjadi salah satu bentuk upaya pemerintah Indonesia
dalam mengakui adanya persamaan hak bagi penyandang disabilitas. Disahkannya

konvensi tersebut berdampak pada setiap hukum yang berada dalam lingkungan

Pokok-pokok Isi Konvensi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan
Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

“Nurul Qamar, Hak Asasi Manusia dalam Negara Demokrasi (Human Right in
Democratiche Rechtsstaat) (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), him. 53.



pemerintah Indonesia mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana yang ada
didalam konvensi tersebut, termasuk di lingkungan pemerintah daerah.

Sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah nasional, pemerintah
provinsi DIY yang memiliki kurang lebih 40.050 penduduk penyandang
disabilitas® tidak bisa terlepas dari tanggung jawab tersebut. Upaya pemerintah
DIY dalam memperhatikan serta mengajak penyandang disabilitas masuk
kedalam pembangunan DIY yaitu dengan dikeluarkannya kebijakan khusus bagi
penyandang disabilitas yang termuat didalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan
Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

Perlindungan dan pemenuhan hak dalam bidang ketenagakerjaan bagi
penyandang disabilitas sebagaimana batasan penelitian yang penulis lakukan yaitu
termuat dalam bab kedua bagian ketiga pasal 16 sampai pasal 40 Peraturan
Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012. Dengan
berbagai ketentuan-ketentuan serta peraturan yang dibuat untuk para penyandang
disabilitas, diharapakan dapat merekontruksi pemahaman serta memiliki konotasi
yang lebih positif dari cenderung bersifat belas kasihan menjadi semangat
kesetaraan hak.*

Sehubungan dengan adanya kebijakan khusus bagi penyandang disabilitas

bidang ketenagakerjaan sama halnya dengan keterbukaan peluang kerja bagi

*Data Jumlah Penduduk Penyandang Disabilitas DIY, dari Disnakertrans DIY pada
tahun 2014,PPT, diambil 9 Februari 2017.

*M. Syafi’ie, dkk, Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara, (Yogyakarta:
SIGAB, 2014), him. 4.



penyandang disabilitas semakin luas. Namun, hal tersebut belum sepenuhnya
dirasakan oleh penyandang disabilitas dan dilihat oleh para pelaku usaha dan
masyaralat di provinsi DIY. Kelebihan dan kekurangan keterampilan yang
dimiliki oleh penyandang disabilitas sebagaimana tenaga kerja yang lainnya yang
dapat berkompetisi baik disektor formal maupun non formal belum mampu
ditangkap maksimal oleh pelaku usaha.

Kondisi tersebut semakin rumit ketika ketika dihadapkan pada kurang
siapnya aparat pemerintahan dalam melaksanakan berbagai kegiatan untuk
penyandang disabilitas, tingginya standar kerja disektor formal maupun
nonformal, minimnya standarisasi tempat kerja bagi penyandangdisabilitas sampai
dengan belum terpenuhinya kuota 1% (satu persen) sebagai langkah pemerintah
dalam melaksanakan kesetaraan hak terhadap penyandang disabilitas.Persoalan
yang kemudian muncul adalah bagaimana implementasi dari landasan-landasan
yuridis yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh SKPD (Satuan Kerja
Pemerintah Daerah) Yogyakarta dalam menjamin peningkatan hak-hak
ketenagakerjaan penyandang disabilitas. Maka dari itu, penyusun tertarik untuk
meneliti lebih jauh mengenai bagaimana implementasi kebijakan pemerintah
Daerah Istemewa Yogyakarta dalam upaya meningkatkan hak ketenagakerjaan
penyandang disabilitas.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat dirumuskan:
Bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi DIY dalam

Upaya Peningkatkan Hak-Hak Ketenagakerjaan Penyandang Disabilitas?



C.

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan, maka tujuan penelitian

ini adalah :

Untuk menjelaskan bagaimana implementasi kebijakan pemerintah

Provinsi DIY dalam upaya Peningkatkan hak-hak ketenagakerjaan

penyandang disabilitas.

Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a.

Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu acuan
akademis menyangkut ilmu syari’ah, khususnya Siyasah/ Hukum
Tata Negara mengenai kebijakan pemerintah DIY dalam upaya
meningkatkan hak ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas.
Dan pada akhirnya penelitian ini mampu menjadi bahan rujukan
ilmiah atau referensi untuk penelitian selanjutnya.
Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan contoh bagi
masyarakat, bagaimana menghadapi dan bersikap kepada
masyarakat penyandang disabilitas melalui pengaplikasian atas
peraturan yang dibuat oleh pemerintah provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta.



D. Telaah Pustaka

Dalam menyusun sebuah skripsi, studi pustaka sangatlah penting sebelum
penyusun melakukan langkah yang lebih jauh dan berguna untuk memastikan
orisinalitas bahwa implementasi kebijakan pemerintah DIY dalam upaya
peningkatkan hak-hak ketenagakerjaan penyandang disabilitas belum pernah
diteliti atau dibahas. Sekalipun berguna untuk memberikan batasan dan kejelasan
pemahaman yang telah didapat.

Penyusun telah melakukan prapenelitian terhadap beberapa karya ilmiah
yang berupa skripsi. Penyusun menemukan beberapa karya imliah yang
mempunyai korelasi tema dengan topik skripsi ini. Akan tetapi, ada beberapa
literatur tersebut penyusun menemukan perbedaan artikulasi pembahasan antara
yang dibahas oleh literatur-literatur tersebut dengan skripsi ini. Beberapa karya
ilmiah tersebut diantaranya adalah:

Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja
Penyandang Disabilitas Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Perspektif UU No. 13

Tahun 2003 Ketenagakerjaan)™

ditulis oleh Erwin Gope pada tahun 2015 yang
memaparkan mengenai bentuk perlindungan ketenagakerjaan penyandang
disabilitas di Yogyakarta. Pembahasan pada skripsi menggunakan kacamata

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terutama dalam

hal perlindungan hukum terhadap tenaga kerja penyandang disabilitas, sementara

SErwin Gope, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas
Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Perspektif UU No. 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan), ”Skripsi
Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 2015.



penyusun menggunakan kacamata Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012
tentang upaya meningkatkan hak-hak ketenagakerjaan penyandang disabilitas.
Skripsi yang berjudul “Kesempatan Kerja Bagi Tunanetra (Studi Kasus
terhadap Anggota Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) Kota Yogyakart'cl)”6
ditulis oleh Iffatus Saleha pada tahun 2014. Dalam skripsi tersebut dipaparkan
tentang kesempatan kerja bagi tunanetra masih sangat langka padahal anggota
ITMI tersebut sudah banyak yang masuk golongan angkatan kerja/ usia kerja.
Permasalahan dalam skripsi tersebut muncul disebabkan kurangnya penawaran
dan permintaan tenaga kerja buat penyandang disabilitas serta masih minimnya
peran pemerintah untuk menangani hal tersebut. Sedangkan pokok pembahasan
yang diusung oleh penulis tentang bagaimana implementasi kebijakan pemerintah
dalam upaya peningkatkan hak-hak ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas.
Skripsi yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa
Yogyakarta Dalam Upaya Meningkatkan Pemenuhan Hak Pendidikan
Penyandang Disabilitas Menurut Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 Tentang
Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas™” ditulis oleh
Nuzulul Hidayah pada tahun 2015. Dalam skripsi tersebut fokus tentang

pelaksanaan hak-hak penyandang disabilitas dalam bidang pemenuhan hak

pendidikan, sedangkan penulis lebih fokus dalam bidang pemenuhan hak

SIffatus Saleha, “Kesempatan Kerja Bagi Tunanetra (Studi Kasus terhadap Anggota
Ikatan Tunanetra Muslin Indonesia (ITMI) Kota Yogyakarta), "Skripsi Fakultas Dakwah dan
Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

"Nuzulul Hidayah, “Kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam
Upaya Meningkatkan Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Menurut Perda DIY
Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang
Disabilitas, ’Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 2015.



ketenagakerjaan. Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh penyusun
adalah obyek penelitian yaitu penyandang disabilitas di DIY, serta pendekatan
yuridis yaitu berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012.

Skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Dalam Peningkatan Kesejahteraan Disabilitas
(Studi Kasus di Balai Rehabilitas Terpadu Penyandang Disabilitas Piring,
Srihardono, Pundong, Bantul, Yogyakarta)”® ditulis oleh M. Rizal Dhuha pada
tahun 2013. Dalam skripsi ini fokus utamanya mengungkapkan konsep dan
implementasi peraturan daerah dalam memberdayakan penyandang disabilitas
melalui BRTPD yang merupakan balai pelayanan dan rehabilitas terpadu bagi
penyandang disabilitas. Skripsi tersebut meskipun menggunakan pendekatan
yuridis yang sama yaitu berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun
2012, namun kacamata analisa yang digunakan berbeda. Penyusun fokus pada
pemenuhan hak ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas, bukan
pemberdayaannya.

E. Kerangka Teori
Teori ‘Adalah (Keadilan) dalam Al-Qur’an dan Hadist.
Menurut Abdul Wahab Khallaf definisi as-Siyasah as-Syar’iyyah adalah

wewenang seorang penguasa atau pemimpin dalam mengatur kepentingan umum

8M. Rizal Dhuha Islam “Impementasi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 4
Tahun 2012 Dalam Peningkatan Kesejahteraan Disabilitas (Studi Kasus di Balai Rehabilitas
Terpadu Penyandang Disabilitas Piring, Srihardono, Pundong, Bantul, Yogyakarta),”SKripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013.



demi tercapainya kemaslahatan dan terhindar dari kemadharatan.” Salah satu
landasan konstitusional kepala pemerintah dalam menyelenggarakan kehidupan
bernegara harus mencerminkan prinsip ‘Adalah (keadilan).

Pada masa sekarang, keadilan merupakan masalah penting dan mendesak
untuk ditangani dalam kehidupan bersama. Pemerintah Provinsi DIY dengan
melibatkan penyandang disabilitas berupaya melakukan kesataraan ekonomi
dengan membuat kebijakan khusus untuk memenuhi hak serta pemberdayaan
terhadap penyandang disabilitas terutama dalam bidang ketenagakerjaan yang
diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 bab dua bagian ketiga. Lebih
lanjut, karena penelitian ini mengkaji wujud implementasi atau pelaksanaan dari
kebijakan pemerintah DIY dalam upaya peningkatan hak-hak ketengakerjaan
penyandang disabilitas yang mana termasuk dalam hubungan umat dengan
penguasa, maka penyusun mengkategorikannya dalam persepektif ‘Adalah
(keadilan) dalam Al-Qur’an dan Sunnah.

Keadilan pada umumnya adalah keadaan dimana setiap orang memperoleh
apa yang menjadi haknya dan setiap orang memperoleh bagian yang sama dari
keyakinan kita bersama.'°Didalam Al-Qur’an untuk menyatakan keadilan terdapat
kata ‘adl/ dan kata gisth yang berarti “lurus, sama dan seimbang.” Artinya, kata

tersebut mengandung konsep keadilan yang berkaitan dengan penetapan hak-hak

*Abdul Aziz Dahlan (ed), dkk, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta:Ichtiyar Baru Van
Hoeve, 1996)V : 1626, artikel “Siyasah as-Syar’iyyah”.

“Nejatullah Siddiqi, Kegiatan Ekonomi dalam Islam, alih bahasa Anas Sidiq, (Jakarta:
BUMI AKSARA, 1991), him. 40.



yang harus dimiliki oleh manusia, kelompok, lembaga secara seimbang.** M.
Quraisy Shihab memaparkan keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang
di dalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu selama
syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian.*?

Salah satu ungkapan bahwa seseorang berlaku adil adalah memperlakukan
semua orang dengan sama. Makna “sama” disini bahwa memerlakukan yang sama
kepada orang-orang yang mempunyai hak yang sama terhadap kemampuan tugas,
dan fungsi yang sama.Namun, jika memerlakukan sama terhadap seseorang tanpa
memperhatikan dan adanya kemampuan, tugas, dan fungsinya maka yang
terwujud bukanlah keadilan melainkan kedzaliman.™®

Dalam Islam penghasilan bidang materil sejalan dengan kemampuan yang
dimiliki dan tidak dapat disamaratakan. Keadilan yang mutlak pasti membutuhkan
perbedaan imbalan, ada kelebihan sebagaimana dari sebagian yang lainnya.
Disamping itu, realisasi keadilan dalam segi kemanusiaan berupa pemberian
kesempatan yang merata dan luas kepada masyarakat. la tidak boleh berhenti pada
satu golongan tertentu saja atau hanya dalam suatu ikatan tertentu diantara
berbagai adanya ikatan yang ada yang mengekang aktivitas. la harus memberikan

kebebasan jiwa manusia dengan kebebasan yang penuh untuk mengimbangi nilai-

"Ahmad Mustafa Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi, Jilid \VV, (Semarang: CV Toha Putra,
1993), him. 70.

2M. Quraisy Shihab, Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Perbagai Persoalan
Umat, (Bandung: Penerbit Mizan, 1996), him. 114.

3Siti Amiati, Kedudukan DPR RI dalam Proses Legislasi Perspektif Prinsip Keadilan
dan Prinsip Persamaan dalam Al-Qur’an, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Yogyakarta: 2017).
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nilai ekonomi yang murni, kemudian menempatkan nilai-nilai itu pada tempatnya
yang benar dan normal.**
Diantara ayat yang berbicara mengenai keadilan adalah QS. An-Nahl (16)

ayat 90:

Sl g Ll e g 5 ol 53 (sl 5 a5 Janlly el 4l
150})3535*51*1@55"—)‘;5—.‘5‘5
Menurut Ibnu Athiyah, makna adil dalam QS. An-Nahl (16) ayat 90
mengandung arti semua yang fardhu, baik masalah aqidah atau syari’at,
menunaikan amanat, memberikan hak serta meninggalkan kedzaliman.'®Imam Al
Maraghi mendefinisikan, makna keadilanadalah menyampaikan hak kepada

pemiliknya secara nyata.’
Menegakkan keadilan adalah perbuatan yang paling mendekati tagwa

dalam diri manusia, sebagaimana firman Allah QS. Al Maidah (5) ayat 8:
Y e 8 olid aSia pay V5 “hanly el db (el 381 535S | sl 00 WG
10 s Loy sk 0 (51 20 150 575 50 ) %) shae ] o
Begitu juga makna keadilan dalam QS. Al-Maidah (5) ayat 8 yang berarti

neraca kebenaran yang mana setiap orang baik individu, kelompok maupun

pemerintah wajib berlaku adil tanpa memandang kerabat, harta maupun

“Nejatullah Siddigi, Kegiatan Ekonomi dalam Islam..., him. 42.
An-Nahl (16): 90.

'oSyaikh Imam Al-Qurthubi, Tafsir Al-Qurthubi, alih bahasa Asmuni (Jakarta: pustaka
Azzam, 2008), him. 414.

Y Ahmad Mustafa Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi, Jilid V..., him. 69.

BAl-Maidah (5): 8.
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jabatan.®M. Quraisy Shihab mengatakan bahwa penafsiran kata ‘adl didalam QS.
Al-Maidah (5) ayat 8 adalah kesejahteraan, kemakmuran dan persamaan hak.
Yang mana aspek tersebut merupakan perintah dan ajaran dari Tuhan.?

Prinsip keadilan diakitkan dengan pemerintahan, maka harus dilihat dari
segi fungsi kekuasaan negara. Fungsi tersebut meliputi: Pertama, kewajiban
menerapkan kekuasaan negara dengan adil, jujur dan bijaksana. Kedua,
menerapkan kekuasaan kehakiman dengan seadil-adilnya. Ketiga, mewujudkan
suatu tujuan masyarakat yang adil makmur, sejahtera dibawah keridhoan Allah.**

Sama halnya makna keadilan didalam al-Qur’an, didalam hadist makna
keadilan adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan haknya dan tidak membeda-
bedakan. Orang yang berlaku adil semasa hidupnya akan mendapatkan kedudukan
yang mulia disisi Allah. Bersikap adil dalam berbagai hal dapat mewujudkan
kehidupan yang sejahtera, terntram dan damai. Allah SWT menyuruh kepada
orang-orang yang beriman agar menjadi penegak kebenaran. Ajaran Islam
melarang hal memberikan kesaksian palsu atau berat sebelah dalam suatu hal baik
karena kasih sayang, ada hubungan kekeluargaan, teman dekat dan lain

sebagainya. Kebenaran harus tetap ditegakkan demi terwujudnya suatu keadilan.?

Ahmad Musthafa Al-Maraghi, Terjemahan Tafsir Al-Maraghi, jilid VI,(Semarang: CV.
Toha Putra, 1987), him. 122.

M. Quraisy Shihab, Wawasan Al-Qur’an, (Bandung: AlMizan, 1996), him. 110.
2!Ahmad Mustafa Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi, Jilid V..., him. 76.
Rahmat Widodo, Hadits Tentang Sifat Adil,

http://pendidikanmendows.blogspot.co.id/2016/07/hadits-tentang-sifat-adil.html akses 25 Mei
2017 pukul 14.02 WIB.
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Diantara hadist Nabi Muhammad SAW yang berbicara tentang keadilan

adalah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:
oo yale sae & o il 4o dy S sl 5 jaad ol J85 jee (p dl 2o (e
D5 (e ibe e dl die cplandal) G s ali g adde A e d) gy JEJE s
15l s Ly agala) 5 agaSa by shamy () Cpay 4 BIS 5 a5 30 Gea )l cpar 0

2 (plase ol 5))

Hadist diatas menjelaskan bahwa imbalan bagi pemimpin yang adil adalah kelak
di sisi Allah akan ditempatkan diatas mimbar dari cahaya.
Selain memberikan imbalan bagi pemimpin yang adil, Allah juga memberi

imbalan kepada seseorang yang tidak adil. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW:
il e 338 e L Lia J8 Gas ) ae J8 e (s jae U sl
OIS e el s asle il lea (all o 80 o G g G s oo il
(sl o) 5 ) Jile 42 g Aall) 2 g0 ela 5 AV lelaalany Jaar 51 el o
Hadist diatas menjelaskan tentang ancaman Allah terhadap hambanya yang
mempunyai isteri lebih dari satu dan tidak memperlakukan isterinya secara adil,

maka ketika datang hari kiamat ia akan datang dalam keadaan sebagian tubuhnya

miring.%

BMuslim Ibn Al-Hujaj Abu Husain Al-Qusairi An-Naisaburi, Shahih Muslim, (Bairut:
Dar Al-Fikr, s.a), juz 3, hal. 1458, no. Hadist 1827, bab Fadhilatul Imam Al- ‘4d! wa Uqubatu Al-
Jair. Maktabah Syamilah.

?Abu Abd Ar-Arhman Ahmad Ibn Syu’aib An-Nasai, Sunan An-Nasai,(Bairut: Dar Ihya’
al Turath al Arabi, s.a), juz 7, hal. 745, no. Hadist 3952, bab Sunan An-Nasai Bi Syarhi Al-Suyuti
Wa Hasyiyatu As-Sanadi. Maktabah Syamilah.

*http://ukhuwahislah.blogspot.co.id/2013/10/makalah-hadits-tentang-berlaku-adil.html
akses 25 Mei 2017 pukul 20.13 WIB.
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Jadi, Dalam menjalankan suatu peraturan yang sudah ditetapkan seperti
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012
Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Bagi Penyandang Disabilitas
terlebih dalam bidang ketenagakerjaan maka pihak-pihak yang terlibat didalam
jalannya kebijakan harus menerapkan prinsip keadilan yang akhirnya akan tercipta
kesejahteraan sosial.

F. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian ini, penulis memerlukan metodologi
penelitian yang jelas dan memaparkannya sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini ditinjau dari pendekatannya digolongkan sebagai
penelitian kualitatif. Metode kualitatif merupakan penelitian yang
bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh
subyek penelitian. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk
kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan
memanfaatkan berbagai metode alamiah.?® Kajian ini termasuk jenis
penelitian lapangan (Field Reseacrh) yaitu mencari dan mengumpulkan
data langsung kelapangan yang menjadi objek penelitian. Hal ini
dimaksudkan untuk membuat deskripsi atau gambaran peristiwa yang

kemudian bisa ditarik kesimpulan.

%L exy J. Meleong, Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2014) him. 6.
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2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian dengan cara
mengumpulkan data-data, kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan
dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang
ada.”’
3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan
yuridis dan normatif. Pendekatan yuridis dilakukan dengan melihat
Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas khususnya
bab dua bagian ketiga tentang ketenagakerjaan. Sedangkan pendekatan
normatif adalah pendekatan masalah dengan melihat permasalahan-
permasalahan ketenagakerjaan penyandang disabilitas yang terjadi dalam
masyarakat, yaitu bagaimana implementasi pelaksanaan kebijakan
pemerintah DIY Nomor 4 Tahun 2012 dalam upaya meningkatkan hak-
hak ketenagakerjaan penyandang disabilitas dilihat dan dinilai dari
perspektif ‘Adalah (keadilan sosial) menurut Al-Qur’an dan Sunnah.
4. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk

mengumpulkan informasi atau fakta-fakta dilapangan.?® Data yang dicari

105.

?’Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV. ALFABETA, 2008), him.

Rusdin Pohan, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Yogyakarta: Lanarka Publisher,

2007), him. 57.
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pada penelitian ini adalah tentang implementasi pelaksanaan kebijakan
pemerintah DIY Nomor 4 Tahun 2012 dalam upaya meningkatkan hak
ketenagakerjaan penyandang disabilitas. Adapun data tersebut dicari
dengan menggunakan:
a. Observasi
Observasi merupakan langkah awal dari teknik pengumpulan
data. Dengan observasi di lapangan peneliti akan lebih mampu
memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial. Observasi
dilakukan oleh penyusun untuk melihat langsung bagaimana
pemerintah DIY menerapkan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4
Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang
Disabilitas, apakah sudah terimplementasi dengan baik atau belum.
b. Wawancara
Wawancara adalah tehnik pengumpulan data yang digunakan
penulis untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui
bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat
memberikan keterangan kepada si peneliti.”® Adapun jenis wawancara
yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin yaitu penulis
bebas mengadakan wawancara dengan tetap berpijak pada catatan-
catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan. Penulis akan
mengajukan beberapa pertanyaan kepada pegawai Disnakertrans DIY

bagian penempatan tenaga Kkerja, pengawai BRTPD (Badan

»Mardalis, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), him. 64.
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Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas) bagian Pekerja Sosial,
masyarakat penyandang disabilitas yang sudah bekerja maupun yang
masih menjadi warga binaan di BRTPD, HRD dari Pamella swalayan
1 serta HRD Fanri Collection.*®
c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan
menyelidiki data-data tertulis, seperti buku, majalah, dokumentasi,
peraturan-peraturan tertulis, notulen rapat, catatan harian dan
sebagainya.®* Namun yang dimaksud disini adalah mengumpulkan
dokumen-dokumen yang bersangkutan dengan penelitian ini seperti
dokumen jumlah penyandang disabilitas kategori usia kerja tahun
2014 di provinsi DIY, dokumen jumlah perusahaan yang sudah
mempekerjakan penyandang disabilitas, dokumen sosialisasi peluang
kerja bagi penyandang disabilitas oleh Disnakertrans DIY.
d. Kepustakaan

Kepustakaan adalah menelaah buku-buku yang relevan dengan
permasalahan yang diteliti.

5. Metode analisis data
Data yang dikumpulkan dari lapangan menggunakan metode
kualitatif, yaitu menginterpretasikan data-data yang didapatkan dan

menyusun kedalam bentuk kalimat. Dalam analisis data ini, yang akan

%sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas
Psikologi UGM, 1981), him. 136.

3!exy J. Moleong, Metodologi Penelitian..., him. 34.
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dilakukan yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan

cara mengorganisasikan data ke kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit,
melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting
dan yang akan dipelajari maupun membuat kesimpulan sehingga mudah
dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.*

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menjadikan pembahasan dalam penulisan ini lebih terarah, maka
perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab, masing-masing terdiri
dari beberapa sub bab, yaitu:

Bab Pertama, adalah pendahuluan yang membahas tentang latar belakang
masalah sebagai dasar untuk menjawab rumusan masalah, dilanjutkan dengan
tujuan dan kegunaan penulisan skripsi, telaah pustaka sebagai bahan referensi,
kerangka teorik sebagai alur pemikiran yang ditempuh berdasarkan teori-teori
yang mendukung data yang telah ada dan dilanjutkan dengan metodologi
penelitian serta diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, menerangkan tentang ‘ddalah (keadilan) dalam Al-Qur’an
dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.

Bab Ketiga, merupakan gambaran umum penelitian yang dilakukan di
lapangan yang membahas tentang tinjauan umum ketenagakerjaan penyandang
disabilitas yang meliputi gambaran umum Disnakertrans DIY, gambaran umum

BRTPD Yogyakarta, gambaran umum penyandang disabilitas, gambaran umum

%2Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta,
2013), him. 335.
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kebijakan pemerintah DIY dalam upaya peningkatan hak-hak penyandang
disabilitas.
Bab Keempat, adalah analisis tentang implementasi kebijakan pemerintah

DIY dalam upaya peningkatan hak-hak ketenagakerjaan penyandang disabilitas.

Bab Kelima, merupakan penutup tulisan ini. Penulis akan membuat suatu
kesimpulan yang diambil dari analisis di bab sebelumnya dan menjadi jawaban
atas pokok permasalahan yang telah dirumuskan, selain itu penulis juga memuat

Saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian skripsi, maka dapat
diambil kesimpulan bahwa:

Implementasi atau pelaksanaan kebijakan pemerintanh DIY dalam upaya
peningkatan hak-hak ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas yang dalam
pelaksanaannya dilaksanakan oleh SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah)
Yogyakarta yang dalam hal ini Disnakertrans DIY masih terdapat berbagai
kegiatan perlu diperbaiki.Upaya yang dilakukan pemerintah DIY sebagai bentuk
pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas tersebut diantaranya:

Pertama melaksanakan sosialisasi dan penyadaran hak atas pekerja
penyandang disabilitas. Kegiatan ini sudah terlaksana dengan baik, terbukti
dengan sekitar 325 perusahaan besar (jumlah karyawan lebih dari 100 orang) dari
391 perusahaan besar di Provinsi DIY sudah mengetahui dan memahami isi dari
Perda Penyandang Disabilitas bidang Ketenagakerjaan.

Kedua melaksanakan pelatihan kerja dan job fair (bursa kerja). Kegiatan
ini belum terlaksana dengan baik, terbukti masih banyaknya faktor-faktor yang
melatarbelakangi ketidak berjalannya kegiatan tersebut. Meskipun belum
terlaksana dengan baik, akan tetapi usaha SKPD DIY mampu melaksanakan
kegiatan tersebut setiap tahunnya.

Ketiga melaksanakan pengawasan dan standarisasi tempat kerja. Kegiatan

ini belum terlaksana dengan maksimal, terbukti dengan ketidak rutinan

88
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pemerintan DIY dalam melaksanakan pengawasan kerja melihat minimnya
jumlah Tenaga Fungsional Pengawas Tenaga Kerja DIY yang bertugas yang
akibatnya beberapa perusahaan belum merasakan dampak dari adanya
pelaksanaan pengawasan kerja. Dampak kurang rutinnya pemerintah DIY dalam
melaksanakan pengawasan adalah minimnya standarisasi tempat kerja. Terbukti
masih banyak perusahaan yang kurang memperhatikan keamanan dan
kenyamanan penyandang disabilitas ditempat kerja.

Keempat sistem kuota kerja bagi penyandang disabilitas. Pencapaian dari
program ini masih jauh dari harapan. Terbukti dengan minimnya penyandang
disabilitas yang sudah memasuki dunia kerja. Jumlah perusahaan yang sudah
mempekerjakan penyandang disabilitas hanya sekitar 24 perusahaan dengan 121
tenaga kerja penyandang disabilitas. Praktik diskriminasi dalam seleksi perekrutan
kerja, tingginya standar kerja baik disektor formal maupun non formal, kurang
percaya dirinya penyandang disabilitas untuk memasuki dunia kerja serta kurang
maksimalnya pemerintah dalam mengawal jalannya Perda Ketenagakerjaan
Penyandang Disabilitas menjadi penyebab sulit tercapainya program ini.

Oleh karena itu, serangkaian upaya yang dilakukan oleh pemerintah DIY
terhadap pemenuhan hak ketenagakerjaan penyandang disabilitas sudah sejalan
dengan prinsip keadilan didalam Al-Qur’an dan Sunna Nabi Muhammad SAW.
Karena meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai hambatan dan
harus diperbaiki lagi, namun pemerintah DIY bersama pihak-pihak yang terlibat

langsung terhadap jalannya Perda Penyandang Disabilitas terlebih dalam bidang
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ketenagakerjaan tetap berusaha untuk mensetarakan hak kaum penyandang
disabilitas didalam dunia kerja.
B. Saran

Setelah penyusun melakukan penelitian tentang Kebijakan Pemerintah
DIY dalam Upaya Peningkatan Hak-hak Ketenagakerjaan Penyandang
Disabilitas, maka penyusun memberikan beberapa saran diantaranya:

1. Pemerintah DIY selaku pembuat kebijakan lebih konsisten dalam
memberikan upaya-upaya peningkatan hak-hak ketenagakerjaan
penyandang disabilitas.

2. Pemerintah DIY lebih melibatkan partisipasi, memperhatikan peran
serta masukan-masukan dari penyandang disabilitas sebagai bagian dari

pelaku aktif dalam proses pembangunan di DIY.

Penyandang disabilitas serta perusahaan sebagai pelaku aktif dari
kebijakan tersebut diharapkan lebih berpartisipasi dalam melaksanakan kebijakan

tersebut.
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LAMPIRAN I1

A. INSTRUMEN WAWANCARA KEPEDA PEMERINTAH DIY

(DISNAKERTRANS DIY DAN BRTPD YOGYAKARTA)

1. Apa yang melatarbelakangi pemerintah DIY membuat serta menetapkan
kebijakan tentang penyandang disabilitas (Peraturan Daerah Nomor 4
Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang
Disabilitas) khususnya bidang ketenagakerjaan ?

2. Berapakah jumlah penyandang disabilitas usia kerja di DIY ? berapa
persenkah penyandang disabilitas yang sudah memasuki dunia kerja ?

3. Kegiatan atau program apa yang sekarang pemerintah DIY bersama
dengan OPD laksanakan sebagai upaya meningkatkan hak khususnya
ketenagakerjaan penyandang disabilitas ?

4. Bentuk pelatihan-pelatihan seperti apakah yang pemerintah DIY
laksanakan ? Apakah sudah sesuai dengan permintaan pasar ?

5. Setelah mengikuti pelatihan, apakah ada tim pemantau dari pemerintah
DIY ? Berapa kali dalam satu tahun ?

6. Jenis jaminan sosial apakah yang pemerintah canangkan terhadap
penyandang disabilitas ? terutama yang mengikuti pelatihan-pelatihan
yang dilaksanakan oleh pemerintah ?

7. Sejauh mana pengaplikasian kebijakan pemerintah DIY mengenai kuota
kerja penyandang disabilitas dalam kesempatan memperoleh pekerjaan

baik di perusahaan milik negara maupun swasta ?

vii



10.

11.

Berapakah jumlah perusahaan negeri maupun swasta yang sudah
mempekerjakan penyandang disabilitas ?

Bentuk pengawasan seperti apakah yang pemerintah DIY lakukan kepada
perusahaan-perusahaan yang sudah mempekerjakan penyandang
disabilitas maupun yang belum mempekerjakan penyandang disabilitas ?
Apakah ada Kkerjasama antar instansi pemerintah DIY (dalam
mengaplikasikan kebijakan berupa Perda Penyandang Disabilitas ?
Hambatan-hambatan seperti apa yang pemerintah DIY hadapi dalam

mewujudkan kebijakan mengenai ketenagakerjaan penyandang disabilitas

?

. INSTRUMEN WAWANCARA KEPADA OPD (ORGANISASI

PENYANDANG DISABILITAS) serta LSM yang Khusus Membuka

Lowongan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas

1.

3.

4.

Kegiatan apa yang sekarang di canangkan oleh pemerintah DIY bersama
dengan OPD ?

Bagaimana peran pemerintah DIY terhadap proses pembinaan
penyandang disabilitas terlebih untuk memenuhi permintaan pasar ?

Jenis binaan seperti apakah yang OPD laksanakan

Salah satu bentuk kebijakan didalam Perda Nomor 4 Tahun 2012 adalah
penetapan kuota kerja penyandang disabilitas dalam kesempatan
memperoleh pekerjaan baik di BUMN maupun BUMS, Sejauh mana

peran pemerintah terhadap hal tersebut ?

viii



5. Sudah berapa persenkah warga binaan OPD yang memasuki dunia kerja
? baik bekerja di perusahaan-perusahaan maupun membuka usaha
mandiri ?

6. Sudah berapa persenkah perusahaan yang mempekerjakan penyandang
disabilitas ?

7. Jenis perusahaan apa yang banyak menerima penyandang disabilitas ?

8. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah DIY untuk mewujudkan
tercapainya kuota Kkerja penyandang disabilitas adalah dengan
mengadakan job fair. Sejauh mana minat dari penyandang disabilitas
maupun dari perusahaan-perusahaan terhadap pelaksanaan kegiatan
tersebut ?

9. Hambatan-hambatan seperti apakah yang OPD temui selama mengikuti
perkembangan dari kebijakan pemerintah DIY tentang penyandang
disabilitas terlebih dalam mewujudkan tercapainya pemenuhan kuota
kerja penyandang disabilitas ?

10. Bagaimana penilaian anda terkait dengan upaya-upaya yang dilaksanakan
oleh pemerintah DIY dalam meningkatkan hak-hak penyandang

disabilitas terlebih dalam bidang ketenagakerjaaan ?

C. INSTRUMEN WAWANCARA KEPADA PENYANDANG
DISABILITAS
1. Bentuk pelatihan-pelatihan seperti apakah yang pernah anda ikuti ? baik

yang dilaksanakan oleh pemerintah DI'Y maupun OPD atau LSM ?



2. Apakah anda pernah mengalami hambatan saat melamar atau mengikuti
rangkaian perekrutan pekerjaan ?

3. Apakah anda mengetahui tentang kebijakan penyandang disabilitas yang
termuat di dalam Perda Nomor 4 Tahun 2012 ?

4. Apa tanggapan anda dengan ditetapkannya kebijakan khusus penyandang
disabilitas ?

5. Salah satu bentuk kebijakan yang ada didalam Perda penyandang
disabilitas adalah dalam bidang ketenagakerjaan, didalam bidang
ketenagakerjaan terdapat kebijakan berupa penetapan porsi kuota kerja
penyandang disabilitas dalam kesempatan memperoleh pekerjaan yaitu
sebesar 1 per 100, artinya setiap perusahaan BUMN maupun BUMS
wajib mempekerjakan minimal 1 orang penyandang disabilitas. Apakah
kebijakan tersebut sudah mengena didalam diri anda ?

6. Apakah anda sering mendapatkan informasi saat pemerintah DI'Y maupun
OPD/LSM melaksanakan kegiatan yang diperuntukkan bagi penyandang
disabilitas ? seperti job fair maupun pelatihan kewirausahaan ?

7. Jenis jaminan sosial apakah yang pernah anda terima dari pemerintah DIY
sebagai pendukung terciptanya usaha mandiri ?

8. Menurut anda, sejauh mana efektivitas dari kebijakan tersebut terlebih

dalam bidang ketenagakerjaan penyandang disabilitas ?

. INSTRUMEN WAWANCARA KEPADA PERUSAHAAN YANG

MEMPEKERJAKAN PENYANDANG DISABILITAS



. Apakah anda mengetahui tentang kebijakan penyandang disabilitas yang
termuat di dalam Perda Nomor 4 Tahun 2012 ?

. Salah satu bentuk kebijakan yang ada didalam Perda penyandang
disabilitas adalah dalam bidang ketenagakerjaan, didalam bidang
ketenagakerjaan terdapat kebijakan berupa penetapan porsi kuota kerja
penyandang disabilitas dalam kesempatan memperoleh pekerjaan yaitu
sebesar 1 per 100, artinya setiap perusahaan BUMN maupun BUMS
wajib mempekerjakan minimal 1 orang penyandang disabilitas.
Bagaimana tanggapan anda dengan adanya ketetapan kebijakan tersebut
?

. Apakah yang menjadikan perusahaan menerapakan aturan kebijakan
tersebut ?

. Hambatan-hambatan seperti apakah yang perusahaan alami saat
mempekerjakan penyandang disabilitas ?

. Apakah perusahaan diikut sertakan dalam sosialisasi yang dilaksanakan
oleh pemerintah DIY ?

. Apakah sering ada pengecekan atau pemantauan dari pemerintah DIY ke
perusahaan terkait dengan jumlah tenaga kerja penyandang disabilitas
maupun aksesebilitas perusahaan untuk penyandang disabilitas ? berapa
kali dalam satu tahunnya ?

. Bagaimana penilaian anda terkait dengan upaya-upaya yang dilaksanakan
oleh pemerintah DIY dalam meningkatkan hak-hak penyandang

disabilitas terlebih dalam bidang ketenagakerjaaan ?
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LAMPIRAN I11

DOKUMENTASI

=
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—
]
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Bersama Ibu Heny Widiastuty KASI Bersama Mbak Anggrahini, Staff
Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans DIY ~ Programer Kerjabilitas.com

Bersama Bpk Sulistyanto, HRD Pamella Bersama Bpk Sulaeman, HRD Fanri
Swalayan 1 Collection
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Bersama Pak Masda, Tuna Daksa Bersama Mbak Fitri, Tuna Daksa sekaligus
sekaligus pegawai BRTPD Yogyakarta karyawan Pamella Swalayan 1

Bersama Pak Anwar, Tuna Daksa Bersama Pak Wahyudi dan Pak Purnomo
sekaligus karyawan Fanri Collection Tuna Daksa sekaligus warga binaan BRTPD

Bersama Ibu Mutiah , Tuna Daksa sekaligus warga binaan BRTPD
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{7.‘:}"7{} KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

(-3}\\/1:’ UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
(B FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM

u* Alamat : J1. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
I http: syariah.uin-suka.ac.id Yogyakarta 55281

No. : B22< 1Un.02/DS.1/PN.00/03/2017 20 Maret 2017
Hal : Permshcnan Izin Penelitian
Kepada

Yth. HRD Fanri Cellection
di JI. Kaliurang KM 13,5 Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.
Dekan rakuitas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon

kepada Bapak/lbu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No. Nama NIM PRQODI
8 Laila Hammada 13370043 Hukum Tata Negara (Siyasah)

2

" Untuk mengadakan penelitian di Fanri Collection guna mendapatkan pengetahuan
dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis limiah (Skripsi) yang berjudul :
‘KEBIJAKAN PEMERINTAH DIY DALAM UPAYA PENINGKATAN HAK-HAK
KETENAGAKERJAAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS".

Deriiikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami mengucapkan
terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

4 nd H. Riyanta, M.Hum. b
> NIP, 19660415 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


http://syariah.um-suka.ac.id

Fﬁd-

Di

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : J1. Marsda Adisucipto Telp. (0274512840, Fax (0274)545614

hitp://syariah.uin-suka.ac.idYogyakarta55281

No. @ B-¢€s7Un.02/DS.1/PN.00/03/2017
Hal . Permohonan IzinPenelitian

Kepada

Yth. HRD Pamella Swalayan

di JI. Kusumanegara 141 Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

14 Maret 2017

Dekari Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon
kepada Bapak/lbu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan
Hukum UiN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.

Namna

NIM

PRODI

¥

Laila Hammada

13370043

Hukum Tata Negara (Siyasah)

Untuk mengadakan penelitian di Pamelia Swalayan guna mendapatkan pengetahuan dan
informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis limiah (Skripsi) yang berjudul : “KEBIJAKAN
PEMERINTAH DIY DALAM UPAYA PENINGKATAN HAK-HAK KETENAGAKERJAAN

BAGI PENYANDANG DISABILITAS".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami mengucapkan

terimakasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.,

Tembusan ;

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
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!fi. KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
fw) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat : JI. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
Dl htip:/syariah.uin-suka.ac.id Yogyakarta 55281

No. : B- £247Un.02/DS.1/PN.00/03/2017 8 Maret 2017
Hal  : Permohonan lzin Penclitian
Kepada

Yth. Ketua LSM Saujana (Keriabilitas)
di. JI Sidikan, Sorosutan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta

Assalamu’alaikum wr.wb.
Dekan Fakuitas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon

kepada Bapak/lbu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini ;

| No. Nema | NM PRODI
[ 1. |- Laila Hammada [ 133/0043 Hukum Tata Negara (Siyasah)

Untuk mengadakan penelitian di LSM Saujana (Kerjabilitas) guna mendapatkan
pengetahuan dan informasi dalam rangka Perulisan Karya Tulis limiah (Skripsi) yang
berjudul : “KEBIJAKAN PEMERINTAH DIY DALAM UPAYA PENINGKATAN HAK-HAK
KETENAGAKERJAAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS”.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami mengucapkan
terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
: <

Tembusan :
Dekan Fakuitas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:
!
Nama © \WAH >/U Pl

Jabatan : \,<C\r\5 ool

Menerangkan bahwa

Nama : Laila Hammada
NIM : 13370043
Fak/ Jur : Syari’ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara (Siyasah)

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka
penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah. Surat keterangan

ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, # Masox 2017

( f )
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M‘J"f‘”%/ Qopasar

Menerangkan bahwa

Nama : Laila Hammada
NIM ‘ : 13370043
Fak/ Jur : Syari’ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara (Siyasah)

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka
penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah. Surat keterangan

ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 2( Maces 2017

e



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama ; gowm

Jabatan : Q\W\P\ Mgl '-Rm a  (ollection

Menerangkan bahwa

Nama : Laila Hammada
NIM : : 13370043
Fak/ Jur : Syari’ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara (Siyasah)

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka
penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah. Surat keterangan

ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 2 Wars 2017




SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama P UL Py van,

Jabatan . BArYawen

Menerangkan bahwa

Nama : Laila Hammada
NIM : : 13370043
Fak/ Jur : Syari’ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara (Siyasah)

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka
penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah. Surat keterangan

ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, /3 - 03 - 2017
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : SuLithth\ nt{o
Jabatan B BT

Menerangkan bahwa

Nama : Laila Hammada
NIM : 13370043
Fak/ Jur : Syari’ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara (Siyasah)

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka
penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah. Surat keterangan

ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, \7 magetl 2017

( Sutrg<ivamdTD)



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama - Angaraning

Jabatan - Program OFFiCeR [(iapf Program -

Menerangkan bahwa

|
! Nama : Laila Hammada
NIM - 13370043
Fak/ Jur : Syari’ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara (Siyasah)

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka
penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah. Surat keterangan

ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.
-

Yogyakarta, (0 Mares 2017
(2

MQYO\V\:W\] ;



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawabh ini:
Nama c ANOReaS PUtnamg

Jabatan . WAL 8ARTP)

Menerangkan bahwa

Nama : Laila Hammada
NIM : 13370043
Fak/ Jur : Syari’ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara (Siyasah)

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka
penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah. Surat keterangan

ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 2  feoruarr 2017
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama C SR muk al

Jabatan FWaf 9 binaan So%al ( §c(=gf ‘%060‘ maaVQ :
Menerangkan bahwa

Nama : Laila Hammada

NIM : 13370043

Fak/ Jur : Syari’ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara (Siyasah)

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka
penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah. Surat keterangan

ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, \7 Fewrpuri 2017
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama :ENDAR- C |

a3 W ATG. BINA AN SOSTAL

Menerangkan bahwa

Nama : Laila Hammada
NIM : 13370043
Fak/ Jur : Syari’ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara (Siyasah)

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka
penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah. Surat keterangan

ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, |7 debruesv 2017
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama x ﬂa&dﬁ ((GV\{‘LW“‘ S
Jabatan g QQ\QJ \?/\ &mu\g o) W \Z’T @D

Menerangkan bahwa

Nama : Laila Hammada
NIM : 13370043
Fak/ Jur : Syari’ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara (Siyasah)

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka
penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah. Surat keterangan

ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

-

Yogyakarta, 2/l feb Mot 2017
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : Heny Widiastuti
Jabatan : Stap CeKsi fenempatan Tenaga Kerja

Menerangkan bahwa

Nama : Laila Hammada
NIM : 13370043
Fak/ Jur : Syari’ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara (Siyasah)

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka
penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah. Surat keterangan

ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 9 Tebtvari 2017

( Weny Widiastyti )



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS SOSIAL

BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS
Piring,Srihardono,Pundong,Bantul,Yogyakarta Telepon (0274)6464177 Facsimile (0274)6464179/374885
Website : http://jogjaprov.go.id Email : bripdpundong@yahoo.co.id Kode Pos 55188

SURAT KETERANGAN

Menindaklanjuti surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa
Yogyakarta, nomor 074/1201/Kesbangpol/2017, tanggal 7 Februari 2017, Perihal : Permohonan
ljin Penelitian, menerangkan bahwa :

Nama : Laila Hammada

NIM : 13370043

Waktu : 10 s/d 24 Februari 2017

Instansi :Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Lokasi : Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas

Judul Penelitian: Kebijakan Pemerintah DIY dalam Upaya Peningkatan Hak-hak
Ketenagakerjaan Penyandang Disabilitas.

Benar-benar telah melaksanakan penelitian di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang
Disabilitas Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dengan subjek penelitian warga binaan
sosial Balai RTPD.

Demikian surat keterangan ini, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogya; it 3 Maret 2017

'4os. M.Si
198503 1 009 Y


http://ioaiaprov.ao.id
mailto:brtpdpundona@vahoo.co.id

Nomor
Perihal

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
J1. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta — 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 7 Februari 2017

Kepada Yth.

074/1201/Kesbangpol/2017 Kepala Dinas Sosial DIY
Rekomendasi Penelitian

di Yogyakarta

Memperhatikan surat :

Dari : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nomor : B-288/U.02/DS.1/PN.00/2017

Tanggal : 6 Februari 2017

Perihal : Permohonan ljin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat
diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian
dalam penyusunan skripsi dengan judul proposal :”KEBIJAKAN PEMERINTAH DIY
DALAM UPAYA PENINGKATAN HAK-HAK KETENAGAKERJAAN BAGI
PENYANDANG DISABILITAS” kepada:

Nama - : LAILA HAMMADA

NIM : 13370043

No.HP/Identitas : 085741447827/3317065707940006

Prodi/Jurusan : Hukum Tata negara (Siyasah)

Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakartae

Lokasi Penelitian : Dinas Sosial DIY (BRTPD)

Waktu Penelitian : 10 Februari 2017 s.d 30 April 2017

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat
memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah
riset/penelitian;

2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada
kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud,

3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.

4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan
menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi ljin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata
pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan Lingkar Utara Maguwoharjo, Depok, Sleman Telepon (0274) 885147, Faksimili (0274) 885036

Website :www.nakertrans. da-diy.go.id; Email : disnakertransdiv(@yahoo.com

YOGYAKARTA
Kode Pos 55282

Yogyakarta, 9 Februari 2017

Nomor : O70 / 00968 Kepada Yth :
Lampiran : - Wakil Dekan Bidang Akademik
Perihal  : Laporan Selesai Penelitian. Universitas Islam negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta.
di -
YOGYAKARTA.

Sehubungan dengan Pelaksanaan Penelitian bagi Mahasiswa Universitas Islam negeri

Sunan Kalijaga Yogyakarta atas nama :

NO. NAMA MAHASISWA £ NIM PRODI
1. LAILA HAMMADA 13370043 HUKUM TATA
NEGARA (Siyasah)

Maka dengan ini kami sampaikan, bahwa Mahasiswa tersebut diatas telah menyelesaikan
Penelitian di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY pada tanggal 9.Februari 2017.

Demikian atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n KEPALA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI



http://www.nakertrans

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
J1. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta — 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Nomor
Perihal

Yogyakarta, 1 Februari 2017

Kepada Yth. :
074/943/Kesbangpol/2017 Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan
Rekomendasi Penelitian Transmigrasi DIY

di

YOGYAKARTA
Memperhatikan surat :
Dari : : Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga
: Yogyakarta
Nomor : B-177/UN.02/D3.1/Pn.00/01/2017
Tanggal 1 25 Januari 2017
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat
diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian
dalam rangka penulisan skripsi dengan judul proposal: “KEBIJAKAN
PEMERINTAH DIY DALAM UPAYA PENINGKATAN HAK-HAK
KETENAGAKERJAAN PENYANDANG DISABILITAS” kepada :

Nama . LAILA HAMMADA

NIM ¢ 13370043

No. HP/Identitas - 085741447827/ 8317065707940006

Prodi/Jurusan ¢ Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Lokasi Penelitian  : Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi DIY
Waktu Penelitian * 1 Februari 2017 s/d 30 April 2017

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat
memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah
riset/penelitian;

2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada
kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;

3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.

4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan
menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi ljin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata
pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut d| at,as,“ j

Demikian untuk menjadikan maklum.

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubemur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.
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Nama Lengkap : Laila Hammada

Tempat Tanggal Lahir : Rembang, 17 Juli 1994

Nim : 13370043

Jurusan : Hukum Tata Negara/ Siyasah

Semester : VI (Genap)

Tahun Ajaran : 2013/2014

Alamat Asal : Desa Sidorejo Rt.02 Rw.02, Sedan, Rembang
Tempat Tinggal : JI. Manggis No. 82 Gaten, Condong Catur

Nomor Telepon dan Email : 085741447827, Madareny@gmail.com

Riwayat Pendidikan : 1. RA. Riyadhotut Thalabah Sedan (Lulus Tahun
2001)

2. MI. Riyadlotut Thalabah Sedan (Lulus Tahun
2007)

3. MTs. Riyadlotut Thalabah Sedan (Lulus Tahun
2010)

4. MA NU Banat Kudus (Lulus Tahun 2013)
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan 2013

Pengalaman Organisasi : 1. LBWH (Lembaga Beasiswa Pondok Pesantren
Wahid Hasyim)

2. FORSIKABANU Ragional Yogyakarta
3. BEM-J (Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan)

Hukum Tata Negara/ Siyasah
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